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KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan
penetapan Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
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. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman
yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka
Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun
2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-
2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang  Kodefikasi, Klasifikasi
Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sukoharjo 2021 — 2026

22. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2021 - 2026.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, sebagimana
terlampir.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan setiap
tahun.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 6 September 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
// KABUPATEN SUKOHARJO
ijEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

v

dr. YUNIA WAHDIYATI

TEMBUSAN dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
(sebagai laporan);

2. Bapak

Kabupaten

laporan);

Sekretaris Daerah

Sukoharjo (sebagai



Lampiran

Nomor

Tanggal

Keputusan

Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
440 /16338 /IX/2021
6 September 2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Formula
Terwujudnya | a| Angka Menurunnya AKI (Angka Jumlah
Derajat Harapan | angka Kematian Ibu) | Kematian ibu
Kesehatan Hidup kesakitan dibagi Jumlah
Masyarakat dan Kelahiran Hidup
yang kematian dlm satu tahun
Meningkat kali 100.000
AKB (Angka | Jumlah
Kematian Kematian Bayi
Bayi) dibagi Jumlah
Kelahiran Hidup
kali 1.000
AKABA (Angka | Jumlah
Kematian Kematian Balita
Balita) dibagi Jumlah
Kelahiran Hidup
kali 1.000
Persentase Jumlah balita
Stunting Stunting (pendek
dan sangat
pendek) dibagi
jumlah balita
yang diukur
PB/U atau TB/U
dikali 100
Ketercapaian Rata-rata
upaya persentase
pencegahan capaian kinerja
dan dari 4 indikator
pengendalian | prioritas (HIV,
Penyakit TBC, Malaria
Menular dan DBD)
Ketercapaian Rata-rata
upaya persentase
pencegahan penderita/Penya
dan ndang Penyakit
pengendalian | Tidak  Menular
Penyakit Tidak | dan Kesehatan
Menular dan | Jiwa (Hipertensi,
Kesehatan DM, ODGJ) yang
Jiwa mendapatkan
pelayanan

standar di FKTP




Tujuan Indikator Sasaran Indikator Formula
g | Persentase Jumlah fasilitas
fasilitas kesehatan
pelayanan primer dan
kesehatan rujukan yang
primer dan | memiliki ijin
rujukan operasional,
sesuai teregistrasi dan
ketentuan terakreditasi
dibagi jumlah
seluruh fasilitas
kesehatan
primer dan
rujukan dikali
100
Meningkatnya Nilai Sakip Nilai Akuntabilas
kualitas Kinerja Instansi
aparatur dan Pemerintah
pelayanan
publik
Tujuan PD Sasaran PD Indikator |Kondisi Target Per Tahun
Tujuan / Awal
Sasaran PD | 2020 |2021|2022 2023|2024 2025|2026
Terwujudnya Angka 77,65 77,7\77,75| 77,8\77,85| 77,9|77,95
Derajat Harapan
Kesehatan hidup
Masyarakat
yang
Meningkat
Menurunnya |AKI (Angka 97,8 97 96 95 94 93 92
angka Kematian
kesakitan Ibu)
dan
kematian
AKB (Angka 74 7,4 7,3 7,2 7,1 70 6,9
Kematian
Bayi)
AKABA 8,88, 8,5 8,5 8,4, 8,3 8,2| 8,1
(Angka
Kematian
Balita)
Persentase 7,8%|7,8%| 7,7%|7,7%| 7,6%| 7,6%| 7,5%
Stunting
Ketercapaian 96% > > > > > >
upaya 95%| 95%| 95%| 95%| 95%| 95%
pencegahan
dan
pengendalian
Penyakit
Menular




Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator
Tujuan /
Sasaran PD

Kondisi
Awal

Target Per Tahun

2020

2021

2022 2023|2024

2025

2026

Ketercapaian
upaya
pencegahan
dan
pengendalian
Penyakit
Tidak
Menular dan
Kesehatan
Jiwa

59%

62%

64%| 66%| 69%

72%

75%

Persentase
fasilitas
pelayanan
kesehatan
primer dan
rujukan
sesuai
ketentuan

21%

21%

27%)| 36%| 45%

54%

65%

Meningkatnya
kualitas
aparatur
pelayanan
publik

dan

Nilai Sakip

72

72

75 76 77

78

80
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